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ABSTRAK

Pasal 228A Peraturan DPR Rl Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan
atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR
menimbulkan polemik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena dinilai
memperluas kewenangan DPR terhadap lembaga negara lain. Ketentuan tersebut
dipandang berpotensi mengganggu prinsip checks and balances, independensi
lembaga negara, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antar
lembaga negara. Persoalan legitimasi tidak hanya berkaitan dengan aspek formal
pembentukan norma, tetapi juga menyangkut penerimaan publik, kesesuaian
dengan prinsip konstitusionalitas, dan orientasi kemaslahatan dalam penggunaan
kewenangan negara. Dalam konteks tersebut, Pasal 228A menjadi problematik
karena dipandang lebih mengakomodasi kepentingan internal kelembagaan
dibanding kepentingan konstitusional dan kepentingan publik secara luas. Oleh
sebab itu, legitimasi Pasal 228A perlu dianalisis melalui teori legitimasi Max Weber
serta konsep kekuasaan dan kewenangan Al-Mawardi untuk menilai norma tersebut
dalam kerangka hukum tata negara dan ketatanegaraan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan sifat deskriptif-
analitis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer dalam penelitian
ini berupa Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, khususnya Pasal
228A, serta UUD NRI 1945. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel
ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan legitimasi kekuasaan,
hukum tata negara, dan fikih siyasah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan
tersier secara sistematis. Analisis data menggunakan model interaktif melalui
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menilai
kesesuaian Pasal 228A dengan konsep dan nilai-nilai dalam kewenangan
pemerintintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pasal 228A Peraturan
DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Tata Tertib belum sepenuhnya mencerminkan legitimasi yang
kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun dibentuk melalui
mekanisme formal, legitimasi rasional-legal norma tersebut cenderung lemah
karena substansinya berpotensi memperluas kewenangan DPR di luar batas
kewenangan yang seharusnya. Ketentuan ini lebih menekankan aspek kelembagaan
internal dibandingkan kepentingan konstitusional dan publik yang lebih luas.
Dalam perspektif Al-Mawardi, Pasal 228A belum sepenuhnya mencerminkan
prinsip amanah, keadilan, pembatasan kekuasaan, dan kemaslahatan umum sebagai
dasar penggunaan kewenangan pemerintahan. Kondisi tersebut berpotensi
menggeser orientasi penyelenggaraan kekuasaan dari pelayanan terhadap
kepentingan publik menuju pemenuhan institusional.

Kata Kunci: Legitimasi, Pasal 228A, Kewenangan



ABSTRACT

Article 228A of the Indonesian House of Representatives Regulation
Number 1 of 2025 concerning Amendments to the Indonesian House of
Representatives Regulation Number 1 of 2020 concerning the DPR's Rules of
Procedure has sparked controversy in the Indonesian constitutional system because
it is considered to expand the DPR's authority over other state institutions. This
provision is seen as potentially disrupting the principle of checks and balances, the
independence of state institutions, and creating legal uncertainty in relations
between state institutions. The issue of legitimacy is not only related to the formal
aspects of norm formation, but also concerns public acceptance, conformity with
the principle of constitutionality, and orientation towards the welfare of the state in
the use of state authority. In this context, Article 228A is problematic because it is
seen as accommodating internal institutional interests rather than constitutional
interests and the broader public interest. Therefore, the legitimacy of Article 228A
needs to be analyzed through Max Weber's legitimacy theory and Al-Mawardi's
concept of power and authority to assess the norm within the framework of Islamic
constitutional law.

This research is a descriptive-analytical library research using a normative
juridical approach. The primary data in this study is the Regulation of the House
of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 concerning
Amendments to the Regulation of the House of Representatives Number 1 of 2020
concerning Rules of Procedure, specifically Article 228A, and the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia. Secondary data was obtained from books,
journals, scientific articles, and previous research results relevant to the legitimacy
of power, constitutional law, and figh siyasa. Data collection techniques were
carried out through library studies by systematically reviewing various primary,
secondary, and tertiary legal sources. Data analysis used an interactive model
through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions
to assess the suitability of Article 228A with the concepts and values within
government authority.

The research results show that the provisions of Article 228A of the
Indonesian House of Representatives Regulation Number 1 of 2025 concerning
Amendments to DPR Regulation Number 1 of 2020 concerning Rules of Procedure
do not fully reflect strong legitimacy within the Indonesian constitutional system.
Although established through a formal mechanism, the rational-legal legitimacy of
this norm tends to be weak because its substance has the potential to expand the
DPR's authority beyond its proper limits. This provision emphasizes internal
institutional aspects rather than broader constitutional and public interests. From
Al-Mawardi's perspective, Article 228A does not fully reflect the principles of trust,
justice, limitation of power, and public welfare as the basis for the use of
government authority. This condition has the potential to shift the orientation of the
exercise of power from serving the public interest to fulfilling institutional needs
values within government authority.

Keywords: Legitimacy, Article 228A, Authority.
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Gus Bahauddin Nursalim
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“Jika hidup adalah perjalanan maka pilihlah jalan yang benar. jika hidup adalah

permainan, maka bermainlah dengan baik. jika hidup adalah perjuangan maka,

berjuanglah dengan penuh keyakinan”.
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“Hidup ini seperti lukisan, kadang perlu warna gelap untuk membuat terang lebih

berarti”.
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PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman
pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10
September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan

< ba’ B be

< Ta’ T te

& Sa’ S es (dengan titik di atas)

d Jim J je

z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha

2 Dal D de

A Zal Z ze (dengan titik di atas)

B Ra’ R er

J Zai Z zet

o Sin S es

B Syin Sy es dan ye

o= Sad S es (dengan titik di bawah)




o= Dad D de (dengan titik di bawah)
Lk Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L Za’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

¢ Gain G ge

- Fa’ F ef

S Qaf Q qi

4 Kaf K ka

J Lam L ‘el

N Mim M ‘em

O Nun N ‘en

5 Waw W w

o Ha’ H ha

e Hamzah ‘ apostrof

S Ya’ Y ye

B. Konsunan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

-

A

ditulis

Sunnah

ile

ditulis

‘illah




C. Ta’ Marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan tulis h

323l

ditulis

al-Ma’idah

W

ditulis

Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal

aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

el 45 )lae ditulis Mugaranah al-Mazahib
D. Vokal Pendek
1. |- T - fathah ditulis a
2. | - - Kasrah ditulis [
3. | - dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis a
Qi) Y Istihsan
ditulis
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
] o Unsa
ditulis
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
& sl o al- ‘Alwant
ditulis

Xi




4, Dammah + wawu mati ditulis 0
asle o ‘Ullim
ditulis
F. Vokal Rangkap
1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
ot ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
JA AN
ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a’antum
el ditulis u’iddat
A S5 Y ditulis la’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam
a. Bila di ikuti huruf Qamariyyah

Ol Al ditulis Al-Qur’an

sl ditulis al-Qiyads

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

Ay ditulis ar-Risalah

el ditulis an-Nisa’
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I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

dal gl

ditulis

Ahl ar-Ra’yi

Jal ds

ditulis

Ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga legislatif tingkat pusat di Indonesia yakni DPR
mengesahkan revisi peraturan tata tertib terbaru pada rapat paripurna DPR
tanggal 4 Februari tahun 2025.% Tatib terbaru disahkan untuk memberikan
kepastian hukum dan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai fungsi serta
mekanisme kerja DPR. Selain itu tatib tersebut disahkan untuk memastikan
pelaksanaan kewenangan DPR yang berorientasi pada kemaslahatan dan
kepentingan publik secara optimal.? Revisi tata tertib DPR pada tahun 2025
memperlihatkan adanya pergeseran orientasi kelembagaan yang cenderung
memperkuat posisi politik internal dibandingkan memperluas ruang
partisipasi publik.® Proses pembahasan yang berlangsung secara terbatas
tanpa mekanisme uji publik menunjukkan lemahnya penerapan prinsip

transparansi dan akuntabilitas.*

! Cakra Wikara Indonesia, “Revisitatib Dpr Ri : Upaya Penguatan Intervensi
Terhadap Lembaga Negara”, https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2025/02/Revisi-
Tatib-DPR-RI-Feb-2025.pdf, akses 23 September 2025.

2 JDIH Setjen DPR, “DPR Setujui Revisi Tatib, Legislator: Buka Mekanisme
Evaluasi Pejabat”,https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53955/t/ DPR+Setujui+Revisi+Tati
b%2C+Legislator%3A+Buka+Mekanisme+Evaluasi+Pejabat, akses 23 September 2025.

8 Fahmi Ramadhan Firdaus, “Revisi Tata Tertib DPR: Mengawasi atau
Menguasai?”, https://www.kompas.id/artikel/revisi-tata-tertib-dpr-mengawasi-atau
menguasai?, akses 07 Oktober 2025.
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https://www.kompas.id/artikel/revisi-tata-tertib-dpr-mengawasi-atau%20menguasai
https://www.kompas.id/artikel/revisi-tata-tertib-dpr-mengawasi-atau%20menguasai

Persoalan-persoalan tersebut akhirnya bermuara pada isu legitimasi
norma, dimana legitimasi suatu aturan tidak hanya di tinjau dari aspek
formalitas pembentukannya, melainkan juga dari legitimatof rasional-
tekstual serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas.®
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dogmatis dan
moral ketika sebuah produk hukum secara substansial dinilai lebih
mengakomodasi kepentingan internal kelembagaan. Maka dari itu,
pelaksanaan Pasal 228A perlu dinilai kembali melalui analisis yang
mendetail, khususnya untuk menganalisis konstruksi legitimasi hukumnya
serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai pada konsep kekuasaan dalam Islam
dalam rangka mewujudkan prinsip penyelenggaraan kekuasaan yang ideal
(good governance).

Kajian mengenai tatib DPR telah menjadi perhatian para peneliti dan
pakar hukum tata negara. Pembahasan tata tertib DPR sangat penting karena
berkaitan langsung dengan mekanisme kerja lembaga legislatif sebagai
representasi rakyat. Hal ini terutama terkait dengan fungsi representasi,

legislasi, dan pengawasan.® Sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti

4 Ali Gilang Pratama, Alma Elvira Saputri, Dkk, “Politik Hukum dalam Legislasi
Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di
Indonesia”, Jurnal Penelitian llmu Hukum, Vol. 5:2, (Mei 2025), him., 249-258.

% Fajlurrahman Jurdi, Ahmad, “Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan
Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi, Vol. 20:2, (Juni
2023), him., 242-243.

® Hukum Online, “Kinerja Legislasi DPR dan Fenomena UU Pesanan”,
https://www.hukumonline.com/berita/a/kinerja-legislasi-dpr-dan-fenomena-uu-pesanan-
[t67f631cf2cab8/?utm_source=chatgpt.com, akses 23 September 2025.
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tata tertib sebagai instrumen hukum internal yang menentukan arah
kewenangan lembaga legislatif. Penelitian juga membahas hubungan antara
norma tata tertib sebagai instrumen hukum internal yang menentukan arah
kewenangan lembaga legislatif. Penelitian terdahulu juga membahas
hubungan antara norma tata tertib dan prinsip konstitusionalitas lembaga
negara, sebagaimana dilakukan oleh Hasmiyati ' yang mengkaji mengenai
keselarasan konstitusional terkait mandat yang diberikan kepada DPR untuk
menguji kelayakan (fit and proper test) serta mengevaluasi kinerja pejabat

negara secara periodik. Muhammad Haikal Rifurio®

yang menyoroti
bagaimana prinsip pemisahan kekuasaan memandang fungsi evaluasi
periodik oleh DPR terhadap pejabat publik pasca fit and proper test, dilihat
dari perspektif hukum tata negara, independensi lembaga negara dan sistem
checks and balances. Terdapat aspek yang belum banyak dikaji, yaitu
keberadaan pasal 228A dalam peraturan tata tertib terbaru. Penelitian-
penelitian tersebut cenderung berhenti pada analisis normatif-konstitusional
dan belum secara mendalam menelaah persoalan legitimasi norma baru
yang berpotensi menimbulkan dilema dalam ketatanegaraan Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis Pasal 228A dengan

menempatkan legitimasi sebagai fokus utama kajian, yang dievaluasi secara

" Hasmiyati, Lukman, Dkk, “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR”, Jurnal IImu Hukum Pengayoman, Vol. 3:1, (Maret
2025).

8 M.Haikal Rifurio, “Pasal 228A Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2025 Tentang
Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan
Presidensial”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 4:1, (Juni 2025).



spesifik melalui lensa konsep kekuasaan dan kelembagaan Al-Mawardi.
Dengan menjadikan konsep otoritas kekuasaan tersebut sebagai parameter
evaluatif terhadap tata tertib DPR, penelitian ini memberikan kontribusi
konseptual baru yang belum disentuh secara komprehensif dalam kajian-
kajian sebelumnya. Pasal ini menjadi sorotan karena menimbulkan pro dan
kontra serta memunculkan dinamika permasalahan baru dalam
ketatanegaraan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji legitimasi Pasal 228A
dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas
Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib terhadap sistem
pemerintahan dan kelembagaan negara Indonesia. Penelitian ini ditujukan
untuk menguji konsistensi vertikal dan koherensi internal norma pada Pasal
228A, prosedur pembentukannya, serta karakter akseptabilitasnya secara
teoritis-rasional. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menganalisis Pasal
228A melalui lensa konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan
pemikiran Al-Mawardi dalam kitabnya, Al-Ahkam Al-Sultaniyah wal-
Wilayat Ad-Diniyah. Analisis ini dititikberatkan pada batasan, ruang
lingkup, dan mandat pendelegasian wewenang lembaga negara agar tetap
berpijak pada prinsip keadilan serta kemaslahatan umum (maslahah
ammah). Selanjutnya, penelitian ini diarahkan untuk menilai kesesuaian
norma tata tertib tersebut dengan batas-batas penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power), mengingat kekuasaan dalam pandangan Islam merupakan

amanah mandat yang wajib dibatasi dan diawasi. Pendekatan hukum Islam



ini dipilih karena posisinya sebagai living law yang nilai-nilainya secara
aktual hidup, mengakar, dan mewarnai perilaku hukum serta mampu
merefleksikan kemaslahatan substantif bagi masyarakat Indonesia.’
Penelitian ini dianalisis menggunakan teori legitimasi Max Weber dan
konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi.

Tata tertib DPR RI, khususnya pengaturan dalam Pasal 228A
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 2025 Tentang Perubahan atas
Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menunjukkan belum
sepenuhnya mencerminkan legitimasi yang kuat dalam sistem
ketatanegaraan, meskipun norma tersebut dibentuk secara formal melalui
mekanisme internal DPR. Pasal 228 A lemah secara legitimasi rasional-legal
akibat melampaui ruang lingkup kewenangan tata tertib DPR serta
menimbulkan disharmoni dalam sistem ketatanegaraan. Ketentuan Pasal
228A lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dan kepentingan internal
kelembagaan daripada kepentingan konstitusional, sehingga berpotensi
memunculkan krisis legitimasi substansial karena dipandang lebih
mengakomodasi kepentingan internal kelembagaan. Dalam perspektif
konsep pemikiran Al-Mawardi, Pasal 228A ini menunjukkan
ketidaksesuaian yang mendasar dengan konsep kekuasaan dan kewenangan

pemerintahan. Berdasarkan konsep tersebut, setiap pendelegasian dan

% Muhammad Ulil Albab, Tutik Hamidah, “Pendekatan Kaidah Fikih Dalam
Konteks Hukum Islam Kontemporer (Kajian Prinsip Kehati-hatian, Kemaslahatan dan
Keringanan), Jurnal Pusaka Media Kajian dan Pemikiran Islam, Vol. 14:2, (November
2024), him., 116.



pelaksanaan wewenang lembaga negara wajib berjalan di atas koridor
mandat aslinya yang berorientasi pada kemaslahatan publik (maslahah
ammah). Eksistensi Pasal 228A dinilai menyimpang dari hakikat kekuasaan
dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi karena memperluas atau
menggeser ruang lingkup kewenangan institusional demi kepentingan
internal kelembagaan, bukan untuk kemaslahatan umat. Norma ini
berpotensi mencederai sifat amanah kekuasaan, melampaui batasan mandat-
mandat otonom kelembagaan yang dibenarkan, serta membuka ruang bagi
penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang menjauhkan fungsi

legislatif dari esensi pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah legitimasi pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun
2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Tata Tertib menurut teori Max Weber?

2. Bagaimanakah legitimasi pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun
2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Tata Tertib dalam pandangan konsep kekuasaan dan

kewenangan pemerintahan pemikiran Al-Mawardi?

C. Tujuan dan Kegunaan



Tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini diturunkan langsung
dari rumusan masalah di atas, sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Adapun fokus utama kajian ini berdasarkan rumusan masalah diatas
adalah:
a. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai legitimasi dalam pasal
228A tata tertib DPR RI.
b. Menganalisis mengenai legitimasi dalam pasal 228A tata tertib DPR
RI dalam persepktif konsep kekuasaan dan kewenangan
pemerintahan pemikiran Al-Mawardi.
2. Kegunaan Penelitian
Kontribusi teoretis bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada
aspek hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menjadi poin utama
dari penelitian ini, ditinjau secara makro, urgensi atau kegunaan studi
ini terbagi menjadi dua aspek, antara lain:
a. Teoritis, penelitian ini memperkaya pengetahuan di bidang hukum
dan menjadi referensi bagi akademisi, pendidik, serta mahasiswa.
b. Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
lembaga pemerintah dalam mengevaluasi peraturan serta untuk

dapat menyempurnakan tujuan suatu legalitas dibuat.

D. Telaah Pustaka



Dalam telaah pustaka bersumber dari karya ilmiah, peneliti-peneliti
sebelumnya seperti Tesis, Artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan
penelitian yang akan dibahas di dalam tesis ini antara lain:

Pertama, Robitul Firdaus, dalam tesis yang berjudul “Pemisahan
Kekuasaan Dan Organisasi Negara Dalam Sistem Pemerintahan Islam”.
Penelitian ini bertumpu pada sejumlah problematika utama, persoalan-
persoalan yang hendak dipecahkan dalam riset ini meliputi: bagaimana
pemetaan teori pemisahan kekuasaan melalui lensa teori organisasi negara,
sistem pemerintahan modern, dan siyasah syar’iyyah, penelitian ini
membedah konsep pembagian kekuasaan dalam potret negara Islam versi
HT dan NII. Telaah difokuskan pada dokumen fundamental mereka, yakni
Dustur al-Islamy dan Qanun Asasi, guna menemukan dasar teologis
maupun politis yang mendasari rancangan tersebut. Selanjutnya, struktur
pemerintahan yang ditawarkan oleh kedua gerakan ini akan
dikontekstualisasikan secara kritis dengan mempertemukan prinsip tata
negara modern dan khazanah fikih siyasah. Penelitian tersebut
menggunakan metode penelitian dengan pendekatan komparatif. Hasil dari
penelitian tersebut berupa kesimpulan bahwa ditemukan adanya upaya
pembagian wewenang negara yang didelegasikan kepada struktur lembaga-
lembaga negara pada Dustur al-Islamy dan Qanun Asasi. Terdapat empat
aspek krusial dalam merealisasikan model pemerintahan HT dan NII, aspek-
aspek tersebut diawali dengan menata ulang sistem sirkulasi elit,

memetakan kembali korelasi antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan



rakyat, memberikan porsi bagi masyarakat sipil, hingga merancang strategi
penegakan syariat Islam dalam bingkai negara bangsa modern.*

Kedua, Mufti Dayanti, dalam skripsi yang berjudul “Pemisahan
Kekuasaan Legislatif (7asyri’7), Eksekutif (7anfizi), Dan Yudikatif (Qadd 1)
Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Ali Muhammad Al-
Sallabi)”. Terdapat dua poin utama yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini, yaitu: Apa landasan berfikir Al-Sallabi menetapkan konsep
pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam dan Bagaimana
bentuk pemisahan kekuasan tasyri’i, tanfizi, dan qada’t dalam sistem
pemerintahan Islam menurut Ali Muhammad Al-Sallabi. Melalui
pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan teori pemisahan
kekuasaan, studi ini menghasilkan temuan akhir yang menunjukkan bahwa
skema pembagian otoritas pemerintahan Islam berbasis pemikiran Ali
Muhammad Al-Sallabi terdiri dari kekuasaan tanfizi, tasyri’i, serta
kekuasaan gada 'i. Fungsi kekuasaan fanfizi memegang posisi tertinggi yang
dapat menunjuk, mengganti dan memutasi anggota fasyri’t dan gada’i.
Secara fungsional, ketiga otoritas ini memang terpisah, namun sifat
pemisahannya tidaklah absolut. Hubungan di antara ketiganya diwarnai
melalui mekanisme checks and balances yang berlaku di mana dalam
konidisi tertentu, sebuah institusi mampu menjalankan tugas dan wewenang

strukturalnya, hal ini terutama berlaku apabila ada otoritas yang dinilai

10 Robitul Firdaus, “Pemisahan Kekuasaan Dan Organisasi Negara Dalam Sistem
Pemerintahan Islam”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).
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menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Ali Al-Sallabi menegaskan
bahwa konsep kekuasaan tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan
(ilahiyah), sekaligus tetap mengakui eksistensi serta peran aktif manusia
(insaniyah) dalam menjalankannya.!

Ketiga, Urwatul Wutsqah, Erham dalam artikel yang berjudul
“Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif
Konstitusi dan Konstitusionalisme”. Penelitian ini menggunakan teori
ketatanegaraan klasik dan teori negara hukum Eropa Kontinental. Dengan
mengombinasikan pendekatan konseptual, sejarah, dan perundang-
undangan, penelitian ini menghasilkan konklusi mengenai urgensi
konstitusi bagi setiap sistem ketatanegaraan modern di dunia baik berupa
konstitusi formal maupun tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi hadir
membawa fungsi utama sebagai instrumen pengendali sekaligus pembatas
kekuasaan negara agar tidak mengarah pada kesewenang-wenangan. Hal ini
menjadi krusial mengingat kekuasaan memiliki kecenderungan untuk
disalahgunakan, sebagaimana ungkapan klasik dari Lord Acton, “power
tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” 1?

Keempat, Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, dalam skripsi

yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Sivasah Dusturiyah (Kajian Sistem

11 Mufti Dayanti, “Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyri’1), Eksekutif
(Tanfizi), Dan Yudikatif (Qada’7) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Ali
Muhammad Al-Sallabi)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2022).

12 Urwatul Wutsgah, Erham, “Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia
dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme”, Jurnal Citizenship Virtues, VVol. 4:2,
(September 2024), him., 771-784.
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Pemerintahan)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana
kepemimpinan dalam Islam dan Bagaimana penafsiran ayat-ayat sistem
pemerintahan dalam Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan teori
Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan
jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan
bahwa Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa kepemimpinan bersifat dinamis
dan kontekstual terhadap setiap era. Hakikat memimpin merupakan fitrah
yang melekat pada manusia sekaligus menjadi stimulus bagi hadirnya
kepemimpinan islami. Sebagai khalifah yang diamanahi oleh Allah SWT,
manusia memikul tanggung jawab untuk mengarahkan umat, baik dalam
dimensi keagamaan maupun urusan duniawi, termasuk menyinergikan
otoritas politik dengan penjagaan agama. Adapun pilar sistem pemerintahan
yang terkandung dalam Al-Qur'an mencakup lima komponen utama,
meliputi imamah, hak dan kewajiban rakyat, mekanisme baiat, lembaga ahl
al-hall wa al-aqd, hingga wizarah.!3

Kelima, Salman Abdul Muthalib, Muhammad Faizur Ridha bin
Mohd Pauzi, dalam artikel yang berjudul “Siyasah Dusturiyah sebagai
Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an”. Penelitian tersebut menggunakan
teori siyasah dusturiyah. Penelitian tersebut melalui pendekatan deskriptif-
kualitatif, studi menformaliskan temuan berupa, konklusi bahwa prinsip-

prinsip dasar pemerintahan telah digariskan dengan jelas di dalam Al-

13 Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, “Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah
Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
(2017).
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Qur'an, khususnya mengenai kriteria pemilithan pemimpin yang dapat
menjadi rujukan bagi masa depan umat. Eksplikasi dari para ahli tafsir
menunjukkan bahwa sistem tata negara berbasis Islam berfungsi sebagai
instrumen pencegah kemaslahatan yang buruk (kemungkaran) dan
perwujudan negara yang terstruktur. Lebih lanjut, siyasah dusturiyah
dipandang sebagai khazanah keilmuan besar yang mengintegrasikan
berbagai aspek politik tata negara. Pembahasan di dalamnya secara spesifik
menguraikan lima domain utama, yakni lembaga imamah, hubungan rakyat
dan kewajibannya, proses baiat, peran A4l al-Hall wa al-Aqd, hingga konsep
wizarah.*

Keenam, Muhammad Thsan Tawakkal, dalam skripsi yang berjudul
“Konstitusionalitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakila Rakyat Republik
Indonesia Melalui Instrumen Hukum Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut
bagaimanakah jangkauan norma tata tertib DPR sebagai produk hukum
lembaga dan apakah ketentuan pasal 228A Tatib DPR dapat digolongkan
sebagai fungsi pengawasan DPR. Penelitian tersebut menggunakan metode
pendekatan masalah secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis
yang disajikan secara kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut berupa
kesimpulan bahwa landasan teoretis menunjukkan bahwa daya ikat

peraturan DPR terbatas pada koridor internal lembaga saja dan tidak

14 Salman Abdul Muthalib, Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, “Siyasah
Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an”, Journal of Qur'anic Studies,
Vol. 4:2, (Desember 2019), him., 150-166.
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memiliki kekuatan hukum konstitusional untuk melengserkan pimpinan
lembaga negara lain atas nama pengawasan. Namun, perluasan wewenang
pengawasan ini tampak nyata dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata Tertib. Regulasi tersebut memperbesar pengaruh pengawasan
DPR hingga berimplikasi pada independensi kekuasaan yudikatif dan
rumpun lembaga negara independen lainnya.*®

Ketujuh, Windy Rizky Putri, M Sadam Husin, dalam artikel yang
berjudul “Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam Mencopot Hakim
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi
Kekuasaan Kehakiman”. Fokus analisis dalam kajian ini bertumpu pada
rumusan masalah mengenai bagaimana implikasi yuridis kewenangan DPR
dalam mencopot hakim mahkamah konstitusi dan mahkamah agung
terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Dalam memetakan fenomena
hukum tersebut, peneliti menyandarkan analisisnya pada dua landasan
teoretis utama, yakni teori kewenangan Hans Kelsen serta konsep
pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang digagas oleh
Montesquieu. Selaras dengan tujuan tersebut, Dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif yang berbasis pada telaah undang-undang dan
dokumen hukum, studi ini menghasilkan konklusi mengenai besarnya
potensi politisasi hukum serta pelemahan supremasi hukum akibat

kewenangan DPR tersebut. Intervensi berupa evaluasi dari legislatif

15 Muhammad Ihsan Tawakal, ““Konstitusionalitas Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakila Rakyat Republik Indonesia Melalui Instrumen Hukum Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Skripsi, Universitas Andalas, (2025).
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dikhawatirkan akan memengaruhi objektivitas hakim, sehingga mereka
cenderung mempertimbangkan kalkulasi politik saat memutus perkara.
Guna meminimalisasi dampak tersebut, rekonstruksi atau penataan ulang
terhadap regulasi ini sangat mendesak dilakukan demi tegaknya
kemandirian lembaga peradilan.®

Kedelapan, Hanifah Ayu Kusumawati, dalam skripsi yang berjudul
“Analisis Kewenangan Dpr Ri Dalam Mekanisme Pengawasan Pejabat
Negara Studi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan
Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib)”.
Rumusan masalah dalam penelitian tersebut bagaimana implikasi Peraturan
DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPR dalam pengawasan
terhadap pejabat negara dan Bagaimana analisis kewenangan pengawasan
DPR RI terhadap pejabat negara perspektif prinsip cheks and balances.
Penelitian tersebut menggunakan teori Prinsip Checks and Balances dan
teori kewenangan. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif. Hasil dari penelitian tersebut berupa kesimpulan bahwa Secara
ketatanegaraan Indonesia tata tertib DPR pasal 228A ayat (1) dinilai
bertentangan dengan hierarki perundang-undangan. Ditinjau dari aspek tata
negara, amandemen Pasal 228A Peraturan Tata Tertib DPR

mengindikasikan adanya campur tangan keliru yang berpotensi mencederai

6 Windy Rizky Putri, M Sadam Husin, “Implikasi Yuridis Kewenangan DPR
dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap
Independensi Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Cendikia Ilmiah, Vol. 4:3, (April 2025),
him., 2502-2512.
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mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances)
antarlembaga negara.'’

Kesembilan, Hasmiyati, Lukman Ansar, Tarmizi, A. Sultan Sulfian,
dalam artikel yang berjudul “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR
No.l Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR”. Rumusan masalah dalam
penelitian tersebut muncul kekhawatiran bahwa wewenang baru legislatif
tersebut dapat merusak tatanan checks and balances di antara tiga poros
kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penelitian tersebut
menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus pada dua
pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil
dari penelitian tersebut berupa kesimpulan bahwa pasal ini berpotensi
mengintervensi independensi lembaga negara. Pasal ini menimbulkan
ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan publik. kewenangan yang
diberikan oleh pasal 228 A berpotensi disalahgunakan yang mengarah pada
abuse of power dan merusak tatanan ketatanegaraan dan diindikasikan
mengalami ketidakselarasan dengan hierarki norma hukum yang berlaku.®

Kesepuluh, Muhammad Haikal Rifurio, dalam artikel yang berjudul

“Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib:

7 Hanifah Ayu Kusumawati, “Analisis Kewenangan Dpr Ri Dalam Mekanisme
Pengawasan Pejabat Negara Studi Peraturan DPR Rl Nomor 1 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Atas Peraturan DPR Rl Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib), Skripsi,
Universitas Islam Negeri Salatiga, (2025), him., 1-88.

18 Hasmiyati, Lukman Ansar, Dkk, “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR
No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR”, Jurnal llmu Hukum Pengayoman, Vol. 3-1,
(Maret 2025), him., 1-8.
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Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan
Presidensial”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut Bagaimana
posisi Pasal 228 A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 dalam sistem hukum
nasional, khususnya dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, dan
bagaimana dampaknya terhadap hubungan antar lembaga. Penelitian
tersebut menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Studi ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum
Pasal 228A tidak cukup kuat karena posisinya yang tidak diakui dalam
hierarki perundangan nasional dan penerbitannya yang melampaui
wewenang domestik DPR. Dampak lebih luas dari aturan ini adalah potensi
terganggunya stabilitas relasi antarlembaga negara, terdistorsinya
independensi pejabat publik, serta timbulnya risiko konflik horizontal yang
berujung pada ketidakpastian hukum.°

Penelitian ini menganalisis Pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Tata Tertib dalam kaitannya dengan legitimasi norma. Fokus
kajian diarahkan pada bagaimana ketentuan tersebut mengonstruksi
validitas formal-substansial kewenangan legislatif, karakter akseptabilitas
teoritisnya, serta penataan otoritas DPR dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis apakah norma Pasal

1% Muhammad Haikal Rifurio, “Pasal 228 A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025
Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan
Presidensial”, Jurnal Multisiplin Indonesia, Vol. 4:1, (Juni 2025), him., 1128-1141.
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228 A selaras dengan prinsip legitimasi yang menganut adanya dasar hukum,
moral, dan sosial untuk mencegah penggunaan kewenangan yang
berlebihan oleh satu lembaga negara. Melalui lensa pemikiran Al-Mawardi,
penelitian ini menitikberatkan pada konsep kekuasaan dan kewenangan
pemerintahan Al-Mawardi guna membedah keabsahan mandat, batas-
batasan  pendelegasian = wewenang, serta  prinsip  pencegahan
penyalahgunaan kewenangan dalam struktur lembaga negara. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji konsistensi dogmatis Pasal 228A terhadap
legitimasi  kewenangan konstitusional DPR, sekaligus menilai
kesesuaiannya dengan hakikat pembatasan otoritas dan pemenuhan
maslahat publik berdasarkan kerangka konsep kekuasaan dan kewenangan
pemerintahan Al-Mawardi tersebut. Secara akademis, hasil kajian ini
diharapkan dapat memperluas khazanah teoretis mengenai sistem legitimasi
tata negara modern, sekaligus menawarkan rekomendasi normatif bagi
penyempurnaan tata tertib DPR RI agar tata kelola kewenangannya lebih
sejalan dengan prinsip batasan kekuasaan yang digariskan dalam konsep
kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-Mawardi pada konteks

ketatanegaraan di Indonesia.

. Kerangka Teoritik

Kerangka Kerangka teoritik berfungsi sebagai dasar untuk memahami
permasalahan dan menggambarkan secara ringkas permasalahan pada

merumuskan masalah dengan teori yang relevan.
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Teori Legitimasi Max Weber

Teori legitimasi yang dikemukakan Weber lahir dari
pemikirannya mengenai bagaimana kekuasaan dapat bertahan dan
ditaati dalam masyarakat. Weber?®® memberikan pengertian mengenai
legitimasi yakni:
“The Legitimacy of an order may be guaranteed from whithin by belief”
Melalui konsep ini, Weber melihat bahwa sebuah aturan tidak akan
efektif apabila hanya megandalkan paksaan formal, melainkan harus
mengandung kualitas substansial yang memancarkan keabsahan
normatif inheren.’ Atas dasar itu, Weber membedakan antara
kekuasaan biasa (power) dengan otoritas yang sah (legitimate
authority).?? Di mana pembenaran hukum atas sebuah aturan muncul
apabila aturan tersebut terbukti secara teoritis memiliki validitas
substansial dan keselarasan dengan hierarki hukum. Weber merumuskan

legitimasi sebagai fondasi utama keberlangsungan suatu sistem

pemerintahan dan tertib sosial.?®

20 Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, ed.

Guenther Roth and Claus Wittich, (Berkeley: University of California Press, 1978), him.,

33.

2 Rudy C. Tarumingkeng, Teori Legitimasi Politik, (Bogor: RUDYCT e-Press,

2025), him., 3.

22 1bid, him., 6.

23 Aninda Qoirunnisa, Yuyun Sri, “Legitimasi Kekuasaan dalam Perspektif Max

Weber pada Pemerintahan Kontemporer”, Journal Transformation of Mandalika, Vol.
6:12, (2025), him., 595.
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Teori legitimasi Max Weber memandang bahwa hukum tidak
cukup hanya bersandar pada kewenangan formal pembentukannya,
melainkan juga harus memiliki dimensi moral-rasional dalam
pembatasan kekuasaan yang dapat dibenarkan.?* Kewenangan yang sah
karena didasarkan pada norma hukum, prosedur yang jelas dan
mekanisme kelembagaan yang tertib. Menurut Weber, legitimasi
diartikan sebagai karakter validitas objektif suatu aturan berdasarkan
dasar-dasar tertentu. Dari tiga tipologi legitimasi Max Weber penelitian
ini menitikberatkan pada aspek legitimen rasional-legal, yang berfokus
pada kejelasan prosedur serta ketertiban tata hubungan antarlembaga
negara. Dalam menganalisis pasal 228A tatib DPR teori Weber dapat
digunakan untuk menguji konsistensi dogmatis serta mengidentifikasi
apakah perluasan daya jangkau norma dalam Pasal 228A memiliki
konstruksi rasional-legal yang tepat, atau justru mengalami problem
legitimasi hukum tata negara akibat melampaui batas jurisdiksi internal

kelembagaan DPR RI

. Konsep Kekuasaan dan Kewenangan Pemerintahan Al-Mawardi

Konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan dalam
pemikiran Abu al-Hasan al-Mawardi berakar kuat pada gagasan
pendelegasian mandat dan batasan fungsional lembaga-lembaga negara.

Sebagaimana yang beliau jabarkan secara sistematis dalam kitab Al-

24 Rudy, him., 4.
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Ahkam Sulthaniyyah wal-Wilayat ad-Diniyyah, kekuasaan (al-sultah)
bukanlah ruang absolut yang tanpa batas, melainkan sebuah instrumen
hukum ketatanegaraan yang lahir dari mandat suci untuk menjalankan
fungsi ganda, yaitu menjaga agama (hirasat ad-din) dan mengelola
urusan duniawi (siyasat ad-dunyd).?® Al-Mawardi membagi wilayah
kekuasaan ini menjadi berbagai hierarki dan tipologi otoritas seperti
kementerian (wazarah), kehakiman (qadhd’), hingga pengawasan pasar
(hisbah) di mana setiap lembaga atau pemegang jabatan (wali) hanya
memiliki keabsahan bertindak sejauh aturan normatif dan ruang lingkup
mandat (specimen of authority) yang didelegasikan kepadanya.

Dalam perspektif hukum ketatanegaraan Islam yang digagas al-
Mawardi, eksistensi dan legalitas suatu regulasi yang dilahirkan oleh
pemegang kekuasaan sangat terikat pada dua parameter krusial:
validitas prosedural (formal-legal) dalam pendelegasian wewenang dan
orientasi kemaslahatan publik (maslahah ammah). Al-Mawardi
menegaskan dalam karyanya bahwa penyalahgunaan kewenangan atau
perluasan fungsi lembaga yang melampaui batas-batas mandat aslinya
secara inheren mencederai sifat amanah kekuasaan itu sendiri.?® Oleh
karena itu, konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan dalam A/-
Ahkam Sulthanniyah berfungsi sebagai doktrin pembatasan kekuasaan,

setiap institusi negara dilarang keras menciptakan aturan yang hanya

25 Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam), alih
bahasa Khalifurrahman Fath, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), him., 9.

26 1bidi., him. 35.
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berorientasi pada kepentingan ego sektoral kelembagaan, melainkan
harus tunduk pada asas akuntabilitas moral-konstitusional demi

terwujudnya keadilan bagi masyarakat luas.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)
studi ini menggali informasi melalui penelaahan dokumen tertulis. Data
yang digunakan mencakup Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025
Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Tata Tertib beserta dinamika pembentukannya selaku bahan
primer, serta didukung oleh ragam referensi sekunder seperti jurnal,
buku, dan publikasi ilmiah yang selaras dengan fokus pembahasan.
Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dirancang dengan sifat deskriptif-analitis. Melalui
pendekatan ini, peneliti akan mengidentifikasi fenomena secara
terperinci lalu melanjutkannya dengan analisis kritis terhadap ketentuan
Pasal 228A dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang
Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata
Tertib serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep kekuasaan dan

kewenangan pemerintahan Al-Mawardi.

3. Pendekatan Penelitian
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Pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif

dengan menilai Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025

Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020

Tentang Tata Tertib melalui teori legitimasi dan konsep kekuasaan dan

kewenangan pemerintahan Al-Mawardi.

4. Data

a.

Data Primer

Data primer pada penelitian ini berupa Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 228A, UUD
Negara Republik Indonesia 1945, yang menjadi dasar hukum
pembentukan tata tertib DPR.

Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan sebagai literatur pendukung dalam
penelitian ini yang menjelaskan atau menafsirkan data primer,
seperti buku-buku filsafat hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik,
hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para pakar mengenai tata
tertib DPR dan fungsi legislatif.

Data Tersier

Data tersier yang digunakan sebagai sumber penunjang yang
memudahkan penelusuran data primer dan sekunder dalam

penelitian ini yakni kamus hukum, ensiklopedia, indeks peraturan
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perundang-undangan, atau database hukum yang membantu
menemukan sumber relevan terkait pasal 228A tatib DPR RI.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data diimplementasikan melalui studi pustaka
dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum primer, yang
meliputi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan
atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Pasal
228A), UUD NRI 1945. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal,
dan artikel terkait pembentukan tata tertib DPR, sedangkan bahan tersier
meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data diklasifikasikan
dan dianalisis secara sistematis sesuai fokus penelitian.
6. Analisis Data
Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan
model interaktif. Terdapat tiga komponen analisis, yaitu:
a. Reduksi data (Data Reduction)
Dalam tahapan reduksi data, peneliti menyortir serta merangkum
intisari data yang bersumber dari beragam bahan hukum dengan
mengeliminasi informasi yang tidak relevan, sehingga analisis
terfokus pada substansi Pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

b. Penyajian data (Data Display)
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Data yang relevan disusun secara sistematis dalam bentuk deskriptif
dan argumentatif, mencakup struktur dan konteks pasal 228 A serta
pandangan berbagai pihak, untuk memudahkan analisis hukum
ketatanegaraan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Data Conclusion
Drawing/Verification)
Pada step akhir, peneliti menyimpulkan hasil interpretasi data untuk
menilai kesesuaian Pasal 228 A dengan pinsip legitimasi, dan kajian
hukum dalam pemerintahan Islam, serta menelaah ulang sumber dan

teori guna menjamin konsistensi dan validitas temuan.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terstruktur ke dalam lima bab yang berkesinambungan, di
mana setiap bagiannya saling menguatkan untuk membentuk satu kesatuan
utuh. Guna memudahkan pembaca dalam memahami alur dan logika
berpikir penelitian, peneliti menyusun sistematika pembahasan yang
terperinci. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan
sebagai berikut:

Bab pertama, tersusun dari pendahuluan yang menyajikan pijakan
awal penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan
kegunaan riset. Bab ini juga mencakup kajian pustaka, pendekatan metode,
serta sistematika penulisan yang dirancang sebagai pemandu alur berfikir

peneliti.
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Bab kedua, membahas kerangka berpikir yang digunakan peneliti,
yaitu teori legitimasi dan konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan
Al-Mawardi, sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang
dikaji.

Bab ketiga, memuat uraian data dan analisis terkait Peraturan DPR
RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor
1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, dengan fokus pada Pasal 228A yang
menimbulkan perhatian publik, serta tanggapan dari para ahli, akademisi,
dan praktisi hukum terhadap perubahan tersebut.

Bab keempat, berisi analisis mendalam terhadap Pasal 228A
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan
DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dengan menggunakan
teori legitimasi dan konsep kekuasaan dan kewenangan pemerintahan Al-
Mawardi untuk menilai kesesuaiannya dengan sistem ketatanegaraan di
negara Indonesia.

Bab kelima, merupakan bagian bab penutup yang memuat
kesimpulan dari hasil penelitian mengenai legitimasi Tata Tertib DPR RI,
khususnya pasal 228 A, serta memberikan saran sebagai kontribusi terhadap

pengembangan kajian hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

1.

Pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan
atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib
menunjukkan adanya tantangan legitimasi yang cukup signifikan, baik
dari aspek kewenangan, prosedur pembentukan, maupun implikasinya
terhadap sistem ketatanegaraan. Meskipun norma tersebut lahir melalui
mekanisme formal yang berlaku di lingkungan DPR, keberadaannya
menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip
rasionalitas hukum, batas kewenangan kelembagaan, dan sistem checks
and balances yang menjadi fondasi konstitusi negara Indonesia.
Ketidakjelasan parameter evaluasi, potensi perluasan fungsi
pengawasan ke luar ruang lingkup konstitusional DPR, serta minimnya
partisipasi publik dalam proses pembentukannya menunjukkan bahwa
legalitas formal yang dimiliki Pasal 228A belum sepenuhnya diikuti
oleh legitimasi substantif yang kuat. Dalam perspektif Weber, kondisi
demikian mencerminkan adanya pelemahan dimensi rasional-legal
karena suatu norma tidak hanya dituntut sah secara prosedural, tetapi
juga harus selaras dengan prinsip pembatasan kewenangan, kepastian
hukum, dan orientasi pada kepentingan publik. Pasal 228A dapat

dipahami sebagai norma yang secara formal berlaku, namun masih

111
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menghadapi  persoalan legitimasi yang menyebabkan dasar
penerimaannya dalam kerangka negara hukum demokratis menjadi
relatif lemah dan terus menjadi objek perdebatan akademik maupun
ketatanegaraan.

. Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan
atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib
memperlihatkan belum sepenuhnya mencerminkan konsep kekuasaan
dan kewenangan Al-Mawardi, karena substansi norma tersebut belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan maslahah
‘ammah sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan dalam Islam.
Kewenangan evaluasi yang diberikan kepada DPR terhadap pejabat
negara yang telah memperoleh legitimasi melalui mekanisme
konstitusional menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas
penggunaan otoritas serta kesesuaiannya dengan tujuan kemaslahatan
publik. Selain itu, norma tersebut dinilai lebih berorientasi pada
penguatan posisi kelembagaan DPR dibandingkan penyelesaian
kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak, sehingga berpotensi
menggeser orientasi kekuasaan dari pelayanan publik menuju
kepentingan institusional. Dalam kerangka pemikiran Al-Mawardi,
kekuasaan yang ideal harus dijalankan secara proporsional, berada
dalam batas kewenangannya, serta diarahkan untuk menjaga

keseimbangan tata pemerintahan dan kemanfaatan umum.
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B. Saran

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang telah

dilakukan, maka dari itu peneliti memberikan saran untuk dipakai pada

penelitian selanjutnya ataupun praktif, yaitu:

1.

Kepada DPR RI, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali
terhadap Pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang
Tata Tertib agar tidak menimbulkan dampak negativ pada sistem
ketatanegaraan Indonesia.

Kepada pemerintah dan lembaga penegak konstitusi, perlu dilakukan
penguatan pengawasan terhadap pembentukan peraturan internal
lembaga negara supaya tidak melampaui batas kewenangan yang telah
ditentukan dalam sistem hukum nasional. Hal ini bertujuan guna
mengontrol otoritas serta mengantisipasi timbulnya abuse of power
dalam praktik ketatanegaraan.

Kepada akademisi dan peneliti hukum, penelitian mengenai legitimasi
peraturan internal sebuah lembaga perlu terus dikembangkan, baik
dalam perspektif hukum tata negara maupun hukum Islam. Kajian yang
lebih mendalam mengenai hubungan antara legitimasi hukum, moralitas
kekuasaan, dan prinsip kemaslahatan akan memberikan konstribusi
penting bagi pengembangan teori ketatanegaraan di Indonesia.

Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan
karena berfokus pada analisis normatif terhadap Pasal 228A dalam

perspektif teori legitimasi Max Weber dan fikih siyasah Al-Mawardi.
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Oleh karena itu, Studi mendatang dapat memperluas cakrawala
pembahasan menggunakan metode empiris guna menganalisis respons
serta persepsi masyarakat secara langsung, praktik politik kelembagaan
DPR, maupun implikasi langsung Pasal 228A terhadap hubungan antar
lembaga negara. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat
memperluas perspektif dengan menggunakan teori konstitusionalisme
modern, magasid al-syari ‘ah, atau teori pembatasan kekuasaan lainnya

agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.
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